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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
“Analisis Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Forced Compliance dan Tax Evasion Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal”
1.	Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Economi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2.	Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Economi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hokum dan etika yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.








Dera Lapiska, 2021. Analisis Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Forced Compliance dan Tax Evasion Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
Tujuan penelitian penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). untuk mengetahui pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). untuk mengetahui pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). untuk mengetahui pengaruh tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kusioner. Sedangkan Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi.
Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa 1) Integritas moral wajib pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. 2) Voluntary compliance pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. 3) Forced compliance pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. 4) Tax evasion tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
















Dera Lapiska, 2021. Analysis of the Effect of Taxpayers' Moral Integrity, Voluntary Compliance, Forced Compliance and Tax Evasion on MSME Taxpayer Compliance in Tegal Regency.
The research objectives of this study are 1). to determine the effect of mandatory moral integrity on taxpayer compliance, 2). to determine the effect of voluntary compliance on taxpayer compliance, 3). to find out the effect of forced compliance on taxpayer compliance, 4). to determine the effect of tax evasion on taxpayer compliance.
This research uses quantitative methods. Data collection in this study was carried out using questionnaire techniques. While the data analysis used to test the hypothesis in this study is the classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing in the form of simultaneous and partial tests, and the coefficient of determination.
The conclusion of this study proves that 1) there is an effect of mandatory moral integrity on MSME taxpayer compliance in Tegal Regency. 2). there is an effect of voluntary compliance on the compliance of MSME taxpayers in Tegal Regency. 3). there is forced compliance effect on the compliance of MSME taxpayers in Tegal Regency. 4). there is an influence of regional financial management on the quality of the financial reports of the local government of the City of Tegal. 5). there is no effect of tax evasion on the compliance of MSME taxpayers in Tegal Regency.
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Pemerintah senantiasa berupaya melaksanakan pembangunan nasional dalam seluruh bidang guna menggapai tujuan dari pembangunan nasional ialah demi mewujudkan masyarakt yang adil serta makmur. Demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pastinya memerlukan dana yang tidak sedikit. Indonesia memiliki dua sumber pemasukan dan pendapatan negara yakni berupa pendapatan pajak serta pendapatan non pajak. Beberapa yang jadi sumber penerimaan dan pemasukan dari dalam negara yang lumayan potensial untuk terus digali dan digalang serta dibesarkan dan sumber dana yang sangat berarti untuk mewujudkan pembangunan nasional ialah berasal dari.sektor pajak (Faiza, 2017: 2). 
Pajak sebagai factor terpenting dalam suatu negara di mana pajak sebagai pemasukan kas Negara yang lumayan besar dalam mempengaruhi suatu Negara. Tanpa adanya pajak, sesuatu negara akan menghadapi kasus-kasus masalah pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah sumbangan masyarakat kepada Kas Negara yang bersumber dari hokum (yang dapat dipaksakan dan ditegakkan) tanpa menemukan layanan timbal balik (counter-achievement) yang bisa langsung ditunjukan, dipergunakan membayar belanja negara secara umum.  (Sukrisno serta Estralita, 2018: 4).
Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007, pajak adalah sumbangan yang harus dan wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan bersumber dari Undang-Undang yang berlaku, tidak ada imbalan langsung dan digunakan.untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Purwono, 2015: 7).
Pajak ialah sumber utama untuk penerimaan negara terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas umum. Pajak berperan sebagai alat penghimpun dana (budgetair) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah (Resmi, 2013: 2). 
Meningkatnya jumlah UMKM di lndonesia dimasa kini menjadikan pemerintah mulai paham, mencermati dan memperhatikan para pelaku usaha micro kecil menengah (UMKM), sebab peran UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mengkurangi penganguran serta menolong pertumbuhan economi Negara. Usaha micro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor economi yang memiliki peranan besar dalam pereconomian Negara. UMKM membagikan kesempatan pelaku usaha membuka Iapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang besar dapat kurangi kemiskinan sehingga mengurangi angka penganggura di lndonesia. Dari informasi data UMKM yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pertumbuhan pelaku UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, dimulai tahun 2018, UMKM bisa menyerap tenaga kerja sampai 120 jutaan orang. 
Guna  menunjang keberlangsungan UMKM di lndonesia, pemerintah lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu terdapat penurunan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% turun 0,5%. Sehingga adanya depresiasi serta penurunan tariff dengan adanya digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman UMKM dalam mematuhi pajaknya. Kepatuhan pajak dapat dicoba dimanapun dan kapanpun melalui digital.
Akar permasalahan perpajakan di lndonesia yakni bagaimana perpajakan dapat dikelola secara optimal sedangkan pemungutan pajak sangat bergantung pada peran wajib pajak. Terdapat fata hingga kini masih banyak sebagian masyarakat enggan menjadi Wajib Pajak, sedangkan yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak masih belum mau dan ingin melaporkan pajaknya apalagi membayar pajak. Permasalahan itu dialami oleh wajib pajak kecil sampai wajib pajak besar (Sani, 2017:21).
Salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Moral pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Menurut Torgler (2007:87), moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga bersedia berkontribusi dalam penyediaan barang publik. Moral perpajakan merupakan determinan utama yang menjelaskan sebab masyarakat jujur ​​dalam urusan perpajakan (Cahyonowati, 2017). Keputusan moral terutama ditegakkan dengan perlakuan sanksi pada tingkat penalaran moral rendah, harapan keadilan pada tingkat moderat, dan masalah keadilan pada level tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan akhlak dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibanding dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak  dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki perbedaan persepsi akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak.
 Kepatuhan pajak yang rendah merupakan masalah klasik yang dialami setiap negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Awaliyah dan Purwanti, 2018). Menurut Kirchler dalam Geberegbe (2015) factor pemicu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terbagi menjadi dua yaitu factor paksaan dan fakto sukarela. Factor pemaksaan merupakan factor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat tentang kekuatan otoritas pajak untuk memaksa apapun yang berhubungan dengan pereconomian. Sedangka factor sukarela merupakan factor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil, baik secara prosedural maupun retribusi, yang dikaitkan dengan isu non economi/psikologis. Pada kedua factor tersebut memiliki cara masing-masing dalam berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak (AwaIiyah dan Purwanti, 2018).
Kewajiban perpajakan tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan tindakan pelanggaran hokum dan merupakan usaha-usaha kecil untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang misalnya dengan menggeser beban pajak yang terutang yang dapat melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan diperlukan sebagai alat preventif agar tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak dapat diturunkan sehingga penerimaan negara dapat meningkat.
Tabel 1.1







Sumber : data realisasi penerimaan pajakdaerah kabupaten tegal tahun 2017 dan 2020

Indrawati (2020) menjelaskan kontribusi penerimaan perpajakan tahun 2019 dari sektor UMKM berada pada kisaran Rp5,7 trilyun, masih sangat minim jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional yang mencapai Rp1,500 triliun. Namaun potensi penerimaan perpajakan dari UMKM masih sangat besar karena pelaku UMKM masih sangat banyak tersebar di seluruh lndonesia. Di Kabupaten TegaI, reaIisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 baru mencapai Rp 60.869.106.868 yang harus mengejar sekitar Rp. 43 milyar lagi di waktu yang tersisa. Untuk itu, perlu lebih aktif lagi dalam memicu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal mengundang ratusan pelaku usaha dari bidang hotel, restoran, dan minimarket.
Penelitian ini difocuskan pda kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana terdapat perbedaan antara UKM, IKM dan UMKM yaitu UKM singkatan usaha kecil dan menengah, lebih focus pada usaha kecil. Sedangkan UMKM singkatan usaha micro, kecil, dan menengah, lebih sering memfocuskan pada cakupan usaha micro. Namun  istilah UMKM lebih sering dipakai karena telah mencakup ketiga jenis usaha. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha micro memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak sebesar Rp300 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki omzet tahunan ≥ Rp300 juta - Rp2,5 milyar. Lalu, usaha menengah memiliki omzet tahunan ≥ Rp2,5 milyar - Rp50 milyar. 
lndustri ialah keseluruhan kegiatan economi dalam mengelola bahan baku serta memanfaatkan sumber daya industry dengan menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah/manfaat lebih tinggi. Menurut Permenperin 64/M-IND/PER/7/2016, industry kecil memiliki asset nilai maksimal Rp 200 juta. Sementara dari segi omzetnya, dalam industry kecil memiliki omzet ≤ Rp 1 milyar. Industry Kecil, mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan Nilai lnvestasi ≤ Rp. 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangun tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud, yang lokasinya menjadi satu lokasi dengan tempat tinggal pemilik usaha.





Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah :
1.	Apakah terdapat pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal?
2.	Apakah terdapat pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal?
3.	Apakah terdapat pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal?
4.	Apakah terdapat pengaruh tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal?
C.	Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1.	Untuk mengetahui pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
2.	Untuk mengetahui pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
3.	Untuk mengetahui pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
4.	Untuk mengetahui pengaruh tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
D.	Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Manfaat Secara Teorytis
a.	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak bagi pelaku UMKM. Selain itu, dapat membandingkan antara yang dipelajari ketika mengikuti perkuliahan dengan yang ditemukan dalam praktek.
b.	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya pajak bagi pelaku UMKM dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.
2.	Manfaat Secara Praktis
a.	Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan economi dalam peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM.








1.	Theory of Planned Behavior  (TPB)
Theory of planned behavior merupakan teory yang memaparkan tentang sikap yang dicoba pribadi yang muncul sebab terdapatnya hasrat dari pribadi tersebut buat berperilaku serta keinginanan pribadi diakibatkan oleh sebagian aspek internal serta eksternal dari pribadi tersebut. Perilaku diri sendiri terhadap sikap meliputi adanya keyakinan menimpa sesuatu sikap. TPB merupakan teory yang menerangkan hasrat pribadi untuk berperilaku yang ditetapkan pada 3 aspek, ialah : attitude toward the behavior, norma subyektif serta anggapan kontrol sikap (Gundlach, 2017:154).
Theory of planned behavior pada awal mulanya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA) yang mulai dibesarkan pada tahun 1967, berikutnya teory tersebut terus...direvisi serta...diperluas oleh Icek Ajzen serta Martin Fishbein. Pada teory.ini.digunakan.buat menekuni sikap manusia serta untuk meningkatkan.intervensi-intervensi.yang.lebih.mengenal. Belum.lama, mulai dibesarkan sebagian perihal terhadap model reasoned action yang telah terdapat tersebut dan setelah itu diberi nama theory of planned behavior, yang disempurnakan kembali.guna.menanggulangi.kurang.akuratnya.teory yang ditemui oleh Ajzen serta Fishbein lewat penelitian mereka memakai TRA (Achmat, 2014: 1).
Perlu….diketahuii....bahwa...TPB....tidak...secara...langsung...berkaitan dengan...besaran kendali yang.sebenarnya dimiliki seseorang. Tetapi, teory ini menekankan kemungkinan efek dari kontrol perilaku yang dirasakan dalam mencapai tujuan dari suatu perilaku. Jika adanya niat menunjukkan.keinginan seseorang.untuk.mencoba.perilaku.tertentu, kontrol yang dirasakan lebih tentang mempertimbangkan haI-haI realistis yang mungkin terjadi. Theory of Planned Behavior didasarkan asumsi bahwasanya manusia ialah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang dimungkinkan bagi mereka secara sistematis. Orang memikirkan impIikasi dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan / tidak melakukan perilaku tertentu (Achmat, 2014: 3).
Keuntungan teory ini untuk memberikan pegangan dalam menganalisa komponen sikap dalam item yang operasional. Dari beberapa penangkalan wajib dipertimbangkan agar model ini dipergunakan dengan pas. Focus target sebagai prediksi pada penafsiran sikap yang bisa diamati secara langsung serta di dasari oleh kendali seorang. Maksudnya sikap target wajib dipilih serta diidentifikasikan secara jelas. Tuntutan ini membutuhkan pertimbangankan suatu tidakan (action), target (sasaran), konteks (context), serta waktu (time).
Selanjutnya konsep yang bermakna pada teory ini adalah focus of attention (salience). Penunjukan ini mengacu pada intervensi yang efisien, yang pertama-tama diwajibkan untuk memastikan hasil yang bermakna dan kelompok referensi untuk sikap populasi yang dipertimbangkan. Ini merupakan pembeda variasi dari sikap populasi ke populasi. Dan hal ini mengacu pada norma nilai dan norma dalam kelompok sosial yang diteliti, sebagai penanda sarana untuk meramalkan sikap yang akan diukur (Achmat, 2014:2).
2.	Teory Moral Reasoning
Teory penalaran moral Kohlbeerg ialah teory alternatif dalam mematuhi pajak. Terdapat beberapa tingkatan pengembangan moral: pada tingkat pra-convensional, motivasi membuat keputusan moral berasal dari ketakutan akan hokuman (sesi 1), atau dari kepentingan diri sendiri, seperti pemenuhan diri (sesi 2), pada tingkat konvensional, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok sosial sehingga orang berperan dalam menyenangkan / membantu orang lain (sesi 3), atau mematuhi norma-norma sosial, hokum, agama, penalaran moral berdasarkan ketentuan (sesi 4).





Menurut Soemitro, pajak sebagai kontribusi masyarakat terhadap kas negara (transfer kekayaan dari sector tertentu ke sector pemerintah) yang berdasarkan hokum (ditegakan dan dipaksakan) tanpa menperoleh layanan timbal balik (tegen achievement), dapat langsung dibuktikan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran universal (Mardiasmo, 2017:1). 
Pajak juga sebagai perwujutan kewajiban negara serta partisipasi warga negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, baik material maupun spiritual (Mardiasmo, 2017: 5).
Pajak ialah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan untuk kas negara dikarenakan kondisi, peristiwa, dan tindakan yang memiliki peran tertentu, tetapi bukan berupa hokuman, untuk peraturan yang diresmikan oleh pemerintah dan dapat ditegakan, tetapi tidak mempunyai layanan timbal balik dari negara secara langsung untuk menjaga kesejahteraan universal (Resmi, 2017:1).
Sebagian definisi di atas ditarik kesimpulan pajak ialah iuran rakyat kepada kas negeri serta sebagai donasi untuk negera, bersifat wajib, bersumber pada undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, digunakan buat pengeluaran- pengeluaran negera serta kemakmuran rakyat secara universal. Pajak juga sumbangan yang harus diberikan kepada negara yang bersifat memakasa dan menguras tenaga yang bersumber dari hokum tanpa mendapatkan kompensasi langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran negara sebagai serta kemakmuran universal terbesar rakyat. 
Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan kepatuhan dan ketaatan berarti tunduk atau mentaati ajaran atau ketentuan. Di sisi lain, Jatmiko (2006:12), kepatuhan dan ketaatan sebgai motivasi dari seseorang, kelompok/organisasi dalam melakukan atau bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Di bidang perpajakan, aturan yang berlaku dilihat pada Undang-undang Perpajakan. Jadi kepatuhan pajak ialah kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
Terdapat 2 macam kepatuhan pajak, yakni kepatuhan formal (resmi) dan kepatuhan material. Kepatuhan formal sebagai kondisi dimana WP penuhi kewajibann formal sesuai persyaratan dalam UU perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) bertepatan pada 31 Maret. Jika WP telah memberitaukan pesan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh ) sebelum/pada 31 Maret hingga WP sudah penuhi persyaratan resmi, tetapi isinya belum pasti penuhi persyaratan material. Kepatuhan material ialah kondisi di mana WP penuhi seluruh persyaratan material perpajakan, sesuai dengan isi dan semangat UU perpajakan. Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan resmi. Pajak yang memenuhi kepatuhan material ialah WP yang diisi secara jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan persyaratan dan disampaikan kepada KPP sebelum batas waktu berakhir.
Zain (2018: 87) melaporkan walaopun organisasi perpajakan ada 2 kegunaan utama yakni verifikasi/pengecekan (fungsi pemeriksaan) dan pemungutan pajak (fungsi pemungutan), yang dapat ditentukan dalam memahami kepatuhan kewajiban Perpajakan tidak hanya bergantung pada hal teknisi berkaitan pada procedur pemungutan, pemeriksaan teknis, penyidikan, pelaksanaan sanksi sebagai wujud dari pelaksanaan peraturan UU pajak, tetapi harus bergantung kesediaan WP, sampai mana WP  mematuhiperaturan perpajakan. lnterpretasi kepatuhan wajib pajak melaporkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari Eddy dan Carolina (2015:21):
a.	Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 
b.	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
c.	Kepatuhan dalam menghitungan serta membayaran pajak terutang.
d.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Dari perspektif economi, pajak ialah transfer sumber daya dari sector swasta (industry/perusahaan) ke sektor publik. Pengalihan sumber daya dimaksudkan mempengaruhi daya beli sektor swasta. Sehingga tidak terdapat kendala serius kelangsungan usahanya, sehingga pajak harus dikelola dengan baik. Bagi suatu negara, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan penting digunakan untuk membiayai belanja negara, baik belanja rutin/reguler maupun belanja pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan/industry, pajak sebagai beban ingin menurunkan laba bersih (Suandy, 2016:1). Mardiasmo (2017:5-6) jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaganya yaitu:
a.	Menurut golongannya
1)	Pajak langsung, yaitu pajak harus ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2)	Pajak tidak langsung, yaitu pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b.	Menurut sifatnya
1)	Pajak subjectif, yaitu pajak berdasarkan subjek, arti memeriksa kondisi diri WP.
2)	Pajak objectif, yaitu pajak bersumber dari objeknya, tanpa memperhatikan kondisi WP. Contoh: PPnBM.
3) 	Menurut lembaga pemungutannya
a)	Pajak pusat, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan membiayai rumah tangga negara. Misalnya: PPN
b)	Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak provinsi, misalnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten / kota, misalnya: pajak hotel, pajak restoran.
Dasar hokum yang kokoh pemungutan pajak ialah UUD 1945. Pasal 23 ayat 2 melaporkan seluruh pajak buat keperluan negara bersumber pada UU. Menurut Smith dalam Waluyo (2015:13) pemungutan pajak sebaiknya didasarkan pada:

a.	Equality (persamaan)
Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan komprehensif, yakni pajak yang dikenakan orang pribadi diwajibkan proporsional dengan keahlian membayar pajak atau kemampuan membayar serta menyamai manfaat yang diterima. Adil maksudnya WP memberikan sumbangan uang untuk belanja pemerintah secara proporsional dengan kepentingannya.
b.	Certainty (kepastian)
Penetapan pajak tidak ditetapkan secara sewenang-wenangnya. Sebab itu, WP harus secara jelas megenali serta tahu besarnya pajak yang terutang, kapan wajib dibayar, dan batasan waktu pembayaran. 
c.	Convenience (kenyamanan)
Kapan WP harus membayar pajak hendaknya cocok dengan saat- saat yang tidak menyulitkan WP selaku contoh pada dikala WP mendapatkan pemasukan.
d.	Economy (economi)
Secara economi, jumlah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan dikenakan pajak diharapkan dapat seminimal mungkin, serta dengan beban yang ditanggung oleh wajib pajak.
4.	Integritas Moral
Integritas ialah elemen kepribadian mendasar pengakuan yang diandalkan. Integritas sebagai kualitas mendasar percayanya warga dan menjadi tolak ukur (branchmark ) bagi anggota dalam memeriksa segala keputusan yang diambil (Mulyadi, 2015:56). Integritas menuntut seorang melakukan: bersikap, bertindak jujur ​​dan terus terang tanpa mempertaruhkan rahasia penerima layanan, serta kepercayaan public tidak t diambil alih oleh keuntungan individu. lntegritas menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbandingan komentar yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kesalahan, tidak menerima penipuan atau pengabaian prinsip.
MoraI berasaI dari bahasa latin mores berarti adat istiadat/kebiasaan. Niat moral sesuai gagasan yang diterima secara universal tentang tindakan manusia, baik dan normal. Di lndonesia sendiri terdapat makna dan tujuan yang hampir sama dengan akhlaq yakni akhlaq (Arab) dan etika (Yunani). Moralitas, kesusilaan, etika, sopan santun, temperamen, dan tingkah laku (Panuju dan Umami, 2017: 135).
Menurut Yusuf (2016: 132) istilah moral berasal dari bahasa latin mos (moris) adat istiadat, kebiasaan, peraturan, tata cara hidup. Di sisi lain, moralitas berkeinginan menerima dan menjalankan aturan, nilai, atau prinsip moral.  Nilai-nilai moral tersebut semacam seruan berbuat baik pada orang lain, menjaga disiplin dan keamanan, menjaga kebersihan dan melindungi hak orang lain; serta larangan mencuri, perzinahan, pembunuhan, minum minuman beralkohol dan perjudian. Seseorang dikatakan bermoral, jika perilakunya sesuai nilai-nilai moral yang dijunjung oleh kelompok sosialnya.
Chaplin (2018: 309) mendefinisikan moral sebagai moral yang menyinggung, moral, perilaku moral. ldentitas khas seseorang dengan sikap yang baik dan benar yang melanggar hokum atau adat istiadat/rutinitas yang mengatur perilaku. Sebaliknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (website.kbbi.Id, 2015) moral sebagai ajaran baik dan buruk yang diterima secara universal yang menimpa perbuatan, tingkah Iaku, kewajiban, dan sebagainya. Ada pula akhlaq sebagai segala perbuatan dianggap baik dan perIu dicoba, serta perbuatan dianggap buruk yang perlu dihindari (Sarwono,2017:91). Pertumbuhan moral berkaitan pada ketentuan dan kesepakatan apa yang harus diupayakan manusia dalam interaksinya dengan orang lain (Santrock, 2002: 287).
Menurut Kohlberg (2015: 22) penalaran moral sebagai evaluasi serta tindakan moral yang bersifat rasional. Keputusan moral bukan tentang perasaan "nilai-nilai", tetapi memiliki interpretasi kognitif terhadap kondisi dilema moral yang memiliki karakter kognitif konstruktif aktif pada titik pemikiran tiap peserta/kelompok berpartisipasi, sambil memikirkan seluruh berbagai tuntutan, hak, kewajiban, dan keterlibatan tiap individu/kelompok yang baik dan adil. Sarwono (2017:95) beranggapan moral reasoning ialah orang yang mendasarkan perbuatannya pada penilaian baik buruknya, sebab itu sebagai penalaran.
Berbagai definisi yang dikemukakan oleh Chaplin (2018), Sarwono (2017), dan Kohlberg (2015) disimpulkan akhlaq ialah perbuatan baik dan buruk yang berlaku secara umum. Di sisi lain, penalaran moral sebab mengapa atau bagaimana seseorang dapat mengatakan suatu tindakan tersebut baik dan buruk, atau salah dan benar.

Seseorang dikukuhkan sebagai WP tentunya bukan tanpa alasan apapun, proses penetapan tersebut dilandasi pada keyakinan pemerintah untuk bersama-sama membangun lndonesia lebih baik melalui proses perpajakan. Seseorang dikatakan bermoral jika memiliki pertimbangan yang baik dan benar dalam memastikan pahala sesuatu tentang sesuatu, dan tentunya orang bermoral sebagai seseorang yang memiliki akhlaq baik. Sebaliknya, seseorang memiliki integritas, dapat menyesuaikan perkataan dan tindakannya, dan orang berintegritas sebagai seseorang yang memiliki pribadi yang jujur ​​dan kepribadian yang kuat.
lntegritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak ada ketentuan khusus, standar, pedoman dlam mengalami komentar yang kontradiktif, anggota wajib menguji keputusan atau tindakan mereka dengan menanyakan apakah anggota telah melakukan apa yang diinginkan seseorang untuk hidup dan apakah anggota tersebut telah melindungi dirinya. lntegritas mengharuskan anggota mematuhi bentuk dan semangat standar teknis dan etika.




Simanjuntak dan Mukhlis (2016:84) menjelaskan kepatuhan sukarela ialah mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk pada peraturan perpajakan, sekaligus tunduk terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari Dinas pendapatan. Voluntary tax compliance yang dimaksud dalam penelitian ini berupa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada ancaman sanksi, hokuman dan pemeriksaan dari Dinas pendapatan. lndikator kepatuhan sukarela diadopsi dari KirchIer dan Wahl (2010): Ketika pelaku UMKM membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan, wajib pajak melakukannya. (1) pelaku UMKM membayar pajak secara sukarela. (2) Tidak melakukan penggelapan pajak. (3) sesuatu yang harus dilakukan. (4) Dilakukan pemeriksaan pajak. (5) Untuk mendukung negara dan warga negara lainnya (6) Karena ingin memberikan kontribusi meningkatkan PAD. (7) wajar dilakukan. (8) merupakan kewajiban sebagai wajib pajak. (9) Pengaruh dari wajib pajak lain. (10) sesuatu hal yang benar
Waluyo (2017:34) Wajib Pajak ialah Orang pribadi/badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan UU perpajakan. Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan UUpajak. Pengertian Wajib Pajak diatas disimpulkan Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan UU pajak.
Secara umum teory tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teory paksaan dan teory konsensus. Sistem self assessment menuntut peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi wajib pajak sebagi factor terpenting pelaksanaan sistem tersebut.
Harahap (2004:43) menyatakan dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2016:110).




Sistem Pemungutan Pajak dipecah 3 bagian. Menurut Hartati (2016: 9) sistem pemungutan pajak di lndonesia sebagai berikut :
a.	Official Assessment System
ialah sistem pemungutan memberi wewenang seluruhnya kepada WP guna menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
b.	Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi keyakinan kepada harus pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c.	Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak dibayar oleh WP terlebih dulu diresmikan oleh Kepala Daerah ataupun pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah ataupun dokumen lain yang dipersamakan, semacam karcis serta ataupun nota pesanan (bill).
Mardiasmo (2017:2) berkata supaya pemungutan pajak tidak memunculkan hambatan ataupun perlawanan, maka pemungutan pajak wajib penuhi ketentuan selaku berikut:
a.	Pemungutan pajak wajib adil (Ketentuan/syarat Keadilan) Cocok dengan tujuan hokum, ialah menggapai keadilan, UU serta penerapan pemungutan harus adil. Sedangkan adil dalam penerapannya dengan membagikan hak untuk WP guna mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b.	Pemungutan pajak harus bersumber dan berdasarkan pada UU (Ketentuan Yuridis). Di lndonesia, pajak diatur UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Perihal ini membagikan jaminan hokum menyatakan keadilan, baik untuk negara ataupun warganya.
c.	Tidak mengusik pereconomian (syarat economis). Pemungutan tidak boleh mengusik kelancaran aktivitas penciptaan dan produksi ataupun perdagangan, sehingga tidak memunculkan kelesuan pereconomian masyarakat.
d.	Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak (wajib) bisa ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.
e.	Sistem pemungutan pajak harus simpel. Hendak mempermudah serta mendesak warga dalam penuhi kewajiban perpajakan. Ketentuan ini sudah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

7.	Tax Evasion
Tax Evasion ialah aksi ilegal yang memperkecil maupun meloloskan diri agar tidak membayar pajak sesuai besarnya pajak yang dibayarkan. Penggelapan Pajak (tax evasion) ialah usaha aktif WP dalam mengkurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang sudah terutang pada ketentuan perundang- undangan (Rahayu, 2017: 147)
Suandy (2014:21), menerangkan penggelapan pajak (tax evasion) ialah pengurangan pajak dicoba dengan melanggar peraturan perpajakan semacam memberikan data-data palsu dan kurang valid ataupun menyembunyikan informasi, dengan demikian penggelapan pajak bisa dikenakan sanksi pidana.
Tax evasion ialah sesuatu perbuatan melanggar UU perpajakan. Wujud pelanggaran tersebut sesui dengan Pasal 38 serta Pasal 39 UU No. 6 tahun 1983. Bagi Zain (2018: 152), wujud aksi tax evasion ialah 1) Tidak mengantarkan Pesan Pemberitahuan (SPT), 2) Mengantarkan Pesan Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, 3) Tidak mendaftarkan diri ataupun menyalahgunakan NPWP/pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP), 4) Tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ataupun dipotong dan 5) Berupaya menyuap fiskus.
Pemicu Wajib Pajak melaksanakan tax evasion, karena fitrahnya penghasilan dan pemasukan diperoleh WP utamanya diperuntukan penuhi kebutuhan hidupnya.  Dikala sudah memenuhi syarat perpajakan mencuat kewajiban membayaran pajak kepada negara. Mencuat konflik antara kepentingan diri sendiri serta kepentingan negara. Hal ini terjadi, sebab WP kurang paham dan sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan, kurang menghargai hokum, tingginya tarif pajak serta keadaaan lingkungan semacam kestabilan pemerintah serta penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Menurut Rahayu (2013: 149) sebagian aspek yang menimbulkan munculnya aksi tax evasion:
a.	Kondisi lingkungan
Lingkungan social masyarakat menjadi perihal tidak terpisahkan dari manusia selaku makhluk social, manusia senantiasa silih tergantung satu dengan lainnya. Nyaris tidak ditemui manusia yang hidupnya cuma bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu pula dalam dunia perpajakan, manusia memandang area dekat sepatutnya mematuhi ketentuan perpajakan. Bila keadaan lingkungannya baik (taat ketentuan), tiap orang hendak termotivasi mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak cocok dengan syarat yang berlaku. 
b.	Pelayanan fiskus yang mengecewakan




Pemberlakuan tarif pajak mempegaruhi WP dalam perihal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat warga tidak terlalu keberatan untuk penuhi kewajibannya. Walaupun masih mau berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap ketentuan perpajakan sebab harta yang menurun hanyalah sebagian kecilnya
d.	Sistem administrasi perpajakan yang buruk
Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pengelolaan perpajakan nantinya berjalan dengan mudah serta tidak banyak temui hambatan sulit. Sistem yang baik hendak menghasilkan manajemen pajak yang handal, bagus, dan kenyaman prosedur berlangsung sistematis serta tidak menjadi kacau balau. Hal ini membuat warga jadi terbantu dari pengelolaan pajak yang baik dan mudah, tidak menimbulan kebingungan serta transparan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan administrasi perpajakannya.
Menurut Oliver Oldman yang dikutip Zain (2018:148) tax evasion tidak cuma sebatas kecurangan serta penggelapan seluruh wujudnya, namun meliputi bentuk kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang diakibatkan oleh:
a.	Ketidaktahuan (ignorance), yaitu WP tidak sadar/tidak mengerti terhadap adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b.	Kesalahan (error), yaitu WP paham dan mengerti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
c.	Kesalahpahaman (missunderstanding), yaitu WP salah melakukan penafsirkan mengenai ketentuan peraturan uu perpajakan.
d.	Kealpaan (negligence), yaitu WP alpa, sebab penyimpanan buku beserta bukti-buktinyatidak lengkap.

















No.	Nama Peneliti 	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Sani (2017) 	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan NormaSubjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi	Ada pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap moral, sikap, norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. ada pengaruh moral yang positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi.Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan pada sikap terhadap pemahaman akuntansi. Ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap norma subjektif tentang pemahaman akuntansi. Terdapat pengaruh moral wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan melalui pajak pemahaman tentang akuntansi.
2.	Khikmah Rizqi Awaliyah (2018)	Analisis Dampak Voluntary And Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Semarang	Factor-factor yang mempengaruhi pengaruh UMKM pajak terdiri dari dua factor atau voluntary compliance yaitu variable pengetahuan perpajakan dan persepsi kewajaran. Sedangkan factor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap UMKM perpajakan di Kota Semarang terdiri dari 1 factor kepatuhan sukarela yaitu variable persepsi peluang penghindaran pajak dan factor kepatuhan paksa yaitu variable penerimaan pajak.
3.	Shinung Sakti Hantoyo (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak(Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)	Variable penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikandan variable sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Zulkarnain Hakim (2017)	Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi	Peran mediasi dari kepercayaan wajib pajak. Kepatuhan pajak sukarela terjadi karena keadilan prosedural dan kewajiban moral mengarah pada kepatuhan sukarela melalui mekanisme mediasi kepercayaan wajib pajak, dan hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dimoderasi oleh kekuasaan yang sah.
5.	Agustina Dewi Nugraheni (2015)	Factor-Factor Yang Mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi(Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)	Terdapat pengaruh positif antara variable kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas perpajakan, keadilan prosedural dan keadilan interaksional terhadap kepatuhan. Tidak ada pengaruh positif antara variable keadilan distributif pajak terhadap kepatuhan.

B.	Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teory berkaitan dengan berbagai factor yang dianggap penting serta sebagai pemahaman yang paling mendasar serta menjadi landasan bagi pemikiran atau bentuk keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sekaran, 2016: 28). Kerangka berpikir dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:
1.	Pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak
Moral pajak dianggap penentu utama yang menjelaskan sebab orang jujur dan tidak jujur ​​dalam masalah perpajakan. Teory ini berkaitan erat dengan teory penalaran moral (Theory Of Moral Reasoning). Teory penalaran moral (Theory Of Moral Reasoning) dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan keputusan moral utamanya dipengaruhi adanya perlakuan sanksi penalaran moral tingkat rendah, ekspektasi keadilan pada tingkat sedang, dan masalah keadilan tingkat tertinggi. WP lebih banyak menggunakan akhlaq dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan WP lainnya. WP yang memiliki tingkat moral sama tetapi memiliki persepsi berbeda akan memiliki reaksi berbeda terhadap kepatuhan pajaknya.
Ajzen (2002) beranggapan bahwa etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah sebagi integritas moral yang dimiliki setiap orang dalam melakukan sesuatu. lntegritas moral tidak dapat dipaksakan, tetapi kewajiban moral muncul dari hati nurani serta kesadaran masing-masing individu. Apabila individu memiliki kewajiban moral mengenai pentingnya peran perpajakan dalam meningkatkan pembangunan, tentunya WP akan menaati kewajiban tersebut.
Hasil penelitian Sani (2017), Aryandini (2016) dan Nabila (2019) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi integritas kewajiban moral maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
2.	Pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib
Kepatuhan dinyatakan dalam istilah sejauh mana WP mematuhi peraturan dan UU pajak. Definisi serta pengukuran seperti itu terlalu sederhana pada kebijakan praktis, sebab administrasi perpajakan sering kali membutuhkan pembayar pajak utuk bekerja sama secara sukarela melebihi batas minimum konstitusional. Yang menjadikan syarat WP mematuhi peraturan dan UU pajak tanpa memerlukan pertanyaan resmi, pengingat atau ancaman atau penerapan sanksi hokum atau administratif (James, 2013: 137).
Salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan sukarela, berupa factor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil baik secara prosedural maupun retribusi yang berkaitan dengan masalah non economi / psikologis.
Hasil penelitian Awaliyah (2017), Aryandini (2016) dan Hakim (2019) membuktikan bahwa voluntary compliance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi voluntary compliance maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
3.	Pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib 
Menurut Cahyonowati (2016) kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan ditingkatkan melalui mekanisme sanki berupa denda serta pemeriksaan pajak yang dilaksanakan (variable economic deterrence). Kepatuhan sebagai kesediaan demi melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kesadaran/paksaan sendiri agar perilakunya sesuai harapan. Terkaitannya dengan perpajakan, kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan wp menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan UU berlaku. Membayar pajak menurut sebagian masyarakat lndonesia secara psikologis dianggap beban yang membebani mereka. Sebab itu, pemerintah (Dirjen Pajak) harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak.
Hasil penelitian Awaliyah (2017), Aryandini (2016) dan Hakim (2019) membuktikan bahwa forced compliance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi forced compliance maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
4.	Pengaruh tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak
Sistem penilaian pajak masih belum mampu mengubah wp dalam menjalankan kegiatan perpajakannya dgn baik dan benar. Pajak bagi perusahaan dan industry itu sebagai beban yang berdampak pada tidak adanya pendapatan bersih, sebab pajak yang dikenakan dianggap besar untuk dibayarkan, sehingga wp berusaha semaksimal mungkin membayar pajak kecil dengan merencanakan perpajakannya. Secara garis besar, perencanaan pajak ini sebagai langkah awal pengelolaan perpajakan. Tahapan dilakukannya mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy,2016: 6).
Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar agar digunakan untuk pembangunan nasional, namun negara banyak mengalami terkendala oleh masyarakat yang masih enggan membayar pajaknya sehingga perilaku penyelundupan pajak (tax evasion) muncul dari masyarakat. Penghindaran pajak sebagai awal perencanaan perpajakan, dimana rencana ini untuk mengurangi pajak yang lebih. Meski penghindaran pajak bentu upaya wp yang tidak melanggar hokum, nyatanya penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah membuat peraturan untuk mencegahnya.
Hasil penelitian Hantoyo (2017) membuktikan bahwa Tax evasion (penghindaran pajak) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi Tax evasion (penghindaran pajak) maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.























Hipotesis sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara sebab jawaban yang diberikan berlandaskan teory. (Sugiyono, 2010: 64). Berdasarkan landasan teory dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan diduga :
H1.	​Diduga terdapat pengaruh positif integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
H2.	​Diduga terdapat pengaruh positif voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
H3.	​Diduga terdapat pengaruh positif forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.









Method (metode), secara harfiah berarti jalan. Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” artinya jalan/cara yang akan ditempuh. Dalam kaitannya dengan upaya keilmuan, metode melibatkan masalah bagaimana bekerja agar dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan (Sugiyono, 2011:1). Riset berasal bahasa lnggris artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan memperbaiki, memodifikasi atau mengembangkan investigasi atau kelompok investigasi (Sukmadinata, 2009:11). Menurut Sugiyono (2011:1) metode penelitian ialah cara ilmiah memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebab penelitian menggunakan angka sebagai indikator variable penelitian guna menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah penelitian.
B.	Populasi dan  Sampel
Teknik pengambilan sampel ialah cara menentukan sampel yang dengan jumlahnya sesuai pada ukuran sampel yang akan digunakan sebagai sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan karakteristik dan sebaran populasi sehingga diperoleh sampel yang representatif (Nasution, 2016: 43):

1.	Populasi
 Population (Universe) ialah jumlah semua objek (unit/individu) karakteristiknya ingin diprediksi (Djarwanto & Subagyo, 2015: 107). Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2020 yang berjumlah 150.743 Wajib Pajak.
2.	Sampel 
Sampel ialah bagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti, dianggap telah mewakili seluruh populasinya (jumlahnya kurang dari total populasi) (Djarwanto & Subagyo, 2015: 108). Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan populasi yang ada, sehingga tidak memungkinkan meneliti seluruh populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus dari Slovin (Umar, 2016: 78). Persentase ketidakakuratan karena kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan sampel adalah 10%.
 
Keterangan  :
n	 : 	Ukuran Sampel
N	: 	Ukuran Populasi
e	: 	Error tolerance 

= 99,93 atau dibulatkan dengan 100 orang
Perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin di atas diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini: incidentaI sampling. lncidentaI sampling ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebenaran, yaitu siapa saja yang kebenaran atau kebetulan bertemu dengan peneliti maka akan dijadikan sampel, apabila dianggap orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data sebagai penelitian (Sugiyono,2011: 85). Pada pengambilan sampel sebagai responden yaitu wajib pajak dengaan melakukan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Tegal.
C.	Definisi Konseptual dan Operasional variable
1.	Definisi Konseptual
Definisi konseptual sebagai penggambaran batas-batas menjelaskan suatu konsep secara ringkas, jelas, dan tegas. Definisi konseptual dalam penelitian ini :
a.	Variable dependen atau variable terikat ialah variable yang dideskripsikan/dipengaruhi oleh variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah dimana wp memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan uu pajak yang berlaku (Eddy dan Carolina, 2015).
b.	Variable independen atau variable bebas ialah variable yang menjelaskan serta menerangkan apa mempengaruhi variable lain. Variable bebas dalam penelitian ini :
1)	Integritas moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik membayar pajak.
2)	Voluntary compliance yaitu kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya ancaman sanksi dan pemeriksaan.
3)	Forced Compliance, yaitu kesadaran wp untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dikenakan.
4)	Tax Evasion ialah perbuatan melawan hokum dengan meminimalkan serta menghindarkan diri dari tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar.

2.	Operasional Variable










Kepatuhan Wajib PajakEddy dan Carolina (2015)	Kepatuhan formal	Tepat waktu dalam melaporkan  pajakTidak pernah dijatuhi hokuman yang berkenaan dengan pajakTidak mempunyai tunggakan pajak	Interval
	Kepatuhan Material	Melakukan pembayaran tepat waktuMemahami peraturan perpajakan	Interval
Integritas moral wajib pajakMahmudi dan Kusmu-riyanto (2014)	Prinsip kejujuran	Jujur dalam melaporkan pajakJujur dalam pembayaran pajak	Interval
	Moralitas	Kesadaran akan kewajibanTanggung jawab sebagai warga negara	Interval
	Alasan mengambil keputusan	Prinsip hidupKesesuaian peraturan	Interval
Voluntary complianceKirchler dan Wahl (2010)	Membayar pajak sesuai undang-undang	Membayar pajak secara sukarelaKarena hal itu merupakan sesuatu hal yang benar	Interval
	Mendukung negara	Ingin memberikan kontribusi untuk peningkatan PADTidak perlu dilakukan pemeriksaan pajak	Interval
Forced complianceAwaliyah (2018)	Ketepatan waktu	Tepat waktu membayar pajakTidak menunda pembayaran	Interval
	Penghasilan	Membayar pajak sesuai penghasilanSesuai peraturan	Interval
	Pengenaan sanksi	Sanksi dendaSanksi administrasi	Interval
Tax evasionHantoyo (2016)	Ketidaktahuan	Tidak tahu adanya peraturanTidak mencari informasi	Interval
	Kesalahan	Salah pelaporanSalah hitung data	
	Kesalahpahaman	Salah menfsirkan undang-undangSalah menafsirkan peraturan	
	Kealpaan	Alpa menyimpan bukuAlpa menyimpan dokumen	Interval

D.	Teknik Pengumpulan Data













  Sumber: Sugiyono (2011:94).

E.	Pengujian lnstrumen Penelitian
1.	Uji Validitas lnstrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2010: 211) validitas ialah ukuran yang menunjukan tingkat validitas dan kesatuan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengungkapkan apa yang diinginkan/diungkapkan data dari variable yang diteliti dengan tepat. Dalam penelitian ini, korelasi item digunakan, korelasi antara item dan scor item seluruh dihitung menggunakan rumus korelasi product moment.
Dari perhitungan korelasi pada product moment dapat diketahui validitas masing-masing item pertanyaan. Kriteria validitasnya, jika rhitung ≥ rtabel. Dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, untuk degree of freedom (df) = n – 2, n adalah jumlah sampel pada penelitian ini. Jumlah sampel (n) = 100 dan besarnya df dapat dihitung 100 – 2 = 98 dengan df = 98 dan alpha = 0,025 didapat rhitung = 0.195 (melihat rtabel pada df = 98 dengan uji satu sisi). Perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment pada taraf signifikansi 2,5%. Butir pernyataan dikatakan valid (sahih) jika r hitung ≥ r tabel. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ r tabel.
2.	Uji Reliabilitas lnstrumen Penelitian
Reliabilitas menunjukkan suatu pemahaman yang menyatakan instrumen cukup dipercaya digunakan sebagai alat pengumpulan data sebab instrumen baik. lnstrumen yang baik, tidak akan tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Jika kedataannya benar/sesuai kenyataanya dan reliabilitasnya = tingkat reliabilitas artinya reliabel dapat dipercaya, dan dapat diandalkan (Arikunto, 2010: 221). lnstrumen yang andal ialah instrumen bila digunakan beberapa kali mengukur suatu benda yang sama akan menghasilkan data yang sama (Arikunto, 2010: 221).
Guna mengetahui reliabilitas instrumen pada penelitian ini digunakan rumus Alpha. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh reliabilitas instrumen dari masing-masing item angket. Jika nilai reliabilitas lebih dari 0,7 maka kuesioner dinyatakan reliabel.
F.	Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini : uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi. 
1.	Uji Asumsi Klasik
Model regresi yang baik ialah model regresi yang pemuhi asumsi klasik pada asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi serta heteroskedastisitas. Sebab itu, dilakukan pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas sebelum menguji hipotesis. Berikut penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011: 105-140).
a.	Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variable independen. Jika variable independen saling terkait, maka variable tidak ortogonal. Variable orthogonal sama dengan variable bebas dengan nilai korelasi antar variable bebas = nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai toleransi dan pasangannya (2) factor inflasi varians (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan variable independen mana yang menjelaskan variable independen lainnya.
Secara sederhana, setiap variable independen menjadi variable dependen (terikat) dan mundur ke variable independen lainnya. Nilai mengukur variabilitas variable independen terpilih tidak dijelaskan oleh variable independen lain. Jadi nilai toleransi yang rendah = nilai VIF tinggi (sebeb VIF = 1 / Toleransi). Nilai cut off digunakan menunjukkan adanya multikolonieritas, nilai toleransi ≤ 0,10 = nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditoleransi. Misalnya, nilai toleransi 0,10 = tingkat koloni 0,95. Meskipun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tapi kita masih belum mengetahui variable independen mana yang berkorelasi (Ghozali, 2011: 105).
b.	Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians sisa pengamatan lain tetap ada, disebut Homoskedastisitas  seta jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ialah heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebagian besar persilangan data mengandung situasi heteroskedastisitas sebab data ini mengumpulkan data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).
Cara ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik antara nilai prediksi (dependen) dari variable yang diukur (dependen), yaitu ZPRED dan SRESID residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (prediksi Y - real Y ) yang telah dipelajari. Analisis dasar:
1)	Jika terdapat pola tertentu, semacam titik-titik membentuk pola beraturan tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), hal itu menunjukan telah terjadi heteroskedastisitas.
2)	Jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 139).
c.	Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan mengkaji apakah pada model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan nilai residu mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, uji statistik tidak valid pada ukuran sampel yang kecil. Teknik mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafik.





Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen. Rumus yang digunakan adalah :
Ŷ   = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e
Keterangan :
Ŷ  	= Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM
a 	= Konstanta
b1,b2,b3,b4	= Koefisien regresi 
X1 	= Integritas moral wajib pajak
X2 	= Voluntary compliance
X3 	= Forced compliance





Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah selurh variable independen termasuk dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen (Ghozali, 2011).
Menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen dilakukan melihat koefisien beta. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara simultan berdasarkan nilai probabilitas yang didapat melalui hasil pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut:
a)	Jika signifikansi ≥ 0,025 maka hipotesis ditolak.  
b)	Jika signifikansi ≤ 0,025 maka hipotesis diterima.  
Apabila tingkat signifikansi ≤ 0,025 (2,5%), maka hipotesis yang diajukan diterima atau signifikan (Ha diterima dan H0 ditolak), artinya secara simultan variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y) = hipotesis diterima. Apabila tingkat signifikansi  ≥ 0,025 (2,5%) maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak signifikan, artinya secara simultan variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y) = hipotesis ditolak.
b.	Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variable independen terhadap variable dependen dengan mengasumsikan variable independen Iainnya konstan (Ghozali: 2011). Pengambilan keputusan dalam menguji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitas yang didapat memalui hasil pengolahan data melalui program Statistik Parametrik SPSS (Santoso, 2004: 168) sebagai berikut:
Jika signifikansi ≥ 0,025 maka hipotesis ditolak.  












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum 
1.	Keadaan Geografi Kabupaten Tegal




Secara administratif Ietak Kabupaten Tegal dibatasi 4 wiIayah Tingkat II pada sisinya. Kabupaten Tegal dibagi 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal, yaitu:
Sebelah Utara		: Kota Tegal 
Sebelah Timur		: Kabupaten Pemalang 
Sebelah Barat		: Kabupaten Brebes 
Sebelah Selatan 	: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
2.	Topografi dan Iklim  Kabupaten Tegal
Secara Topografis wilayah Kab. Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah yaitu:
a.	Daerah pantai meliputi Kec.Kramat, Suradadi dan Warureja
b.	Daerah dataran rendah meliputi Kec. Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah
c.	Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kec. Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng. 
Kabupaten Tegal beriklim tropis, rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, dengan tekanan udara rendah adanya kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm pada Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9oC dan Iama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm.
3.	Aspek Kependudukan
Penduduk suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan pada proses pembangunan, juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk itu potensi sumber daya manusia berperan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan itu sebagai subjek seta objek pembangunan. Selain itu, penduduk dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Sebaliknya, bila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.





Penelitian ini menguji pengaruh integritas moral wajib pajak, voluntary compliance, forced compliance dan tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Populasi penelitian ini seluruh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2020 yang berjumlah 150.743 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampling menggunakan rumus slovin, diperoleh jumlah sebesar 100 orang responden. Kuesioner penelitian ini dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal berjumlah 100 orang. ldentitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1






	 Sumber: Data diolah, 2021
Table di atas menyatakan bahwa responden ialah wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 responden (57%), dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 responden  (43%).  
ldentitas responden berdasarkan umur pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Deskripsi Responden berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
20 - 30 Tahun	56	56 %
31 – 40 Tahun	27	27 %
41  - 50 Tahun	17	17 %
Jumlah	100	100%
	 Sumber: Data diolah, 2021
Table di atas menyatakan responden yang merupakan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 56 responden (56%), yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 27 responden (27 %), yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 17 responden (17 %).
Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3.
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase




	 Sumber: Data diolah, 2021
Table di atas menyatakan bahwa responden yang merupakan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat sebanyak 42 responden (42 %), pendidikan terakhir diploma sebanyak 19 responden (19%), pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 39 responden (39 %).

2.	Pengujian Validitas
Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ r tabel.
Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No.	Keterangan 	Rhitung	Rtabel	Kriteria
Variable Integritas Moral Wajib Pajak
1	Pernyataan  Nomor 1	0,493	0,195	Valid
2	Pernyataan  Nomor 2	0,600	0,195	Valid
3	Pernyataan  Nomor 3	0,844	0,195	Valid
4	Pernyataan  Nomor 4	0,899	0,195	Valid
5	Pernyataan  Nomor 5	0,892	0,195	Valid
6	Pernyataan  Nomor 6	0,822	0,195	Valid
Variable Voluntary Compliance
1	Pernyataan  Nomor 1	0,715	0,195	Valid
2	Pernyataan  Nomor 2	0,847	0,195	Valid
3	Pernyataan  Nomor 3	0,822	0,195	Valid
4	Pernyataan  Nomor 4	0,429	0,195	Valid
Variable Forced Compliance
1	Pernyataan  Nomor 1	0,568	0,195	Valid
2	Pernyataan  Nomor 2	0,340	0,195	Valid
3	Pernyataan  Nomor 3	0,477	0,195	Valid
4	Pernyataan  Nomor 4	0,545	0,195	Valid
5	Pernyataan  Nomor 5	0,663	0,195	Valid
6	Pernyataan  Nomor 6	0,682	0,195	Valid
Variable Tax Evasion
1	Pernyataan  Nomor 1	0,780	0,195	Valid
2	Pernyataan  Nomor 2	0,773	0,195	Valid
3	Pernyataan  Nomor 3	0,663	0,195	Valid
4	Pernyataan  Nomor 4	0,628	0,195	Valid
5	Pernyataan  Nomor 5	0,880	0,195	Valid
6	Pernyataan  Nomor 6	0,817	0,195	Valid
7	Pernyataan  Nomor 7	0,705	0,195	Valid
8	Pernyataan  Nomor 8	0,659	0,195	Valid
Variable Kepatuhan Wajib Pajak
1	Pernyataan  Nomor 1	0,325	0,195	Valid
2	Pernyataan  Nomor 2	0,612	0,195	Valid
3	Pernyataan  Nomor 3	0,641	0,195	Valid
4	Pernyataan  Nomor 4	0,459	0,195	Valid
5	Pernyataan  Nomor 5	0,629	0,195	Valid
 Sumber: Data primer diolah, 2021
Dari hasil pengujian validitas variable penelitian di atas diketahui bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner ialah valid sebab memiliki rhitung ≤ rtabel (n=100) = 0,195. Diambil kesimpulan, bahwa seluruh butir pernyataan variable yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian dan dinyatakan valid.

3.	Pengujian Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi pemahaman pertanyaan tersebut. Suatu item pengukuran dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa  ≥  0,7.
Tabel 4.5








Sumber: Data primer diolah, 2021
Hasil reliabilitas tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variable memiliki Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan seluruh konsep pengukur pada item variable dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variable tersebut layak digunakan sebagai alat ukur variable penelitian.

4.	Pengujian Asumsi Klasik
Suatu model regresi yang baik ialah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yakni asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011)
a.	Uji Heteroskedastisitas





Pada grafik scatterplot menunjukkan tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

b.	Uji Normalitas




Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini menytakan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.
5.	Analisis  Regresi Berganda




Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
	
HasiI perhitungan analisis regresi ganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu: Ŷ = 6,256 + 0,165 X1 + 0,310 X2 + 0,252 X3 - 0,032 X4.   Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa: 
a.	Konstanta sebesar 6,256 artinya jika variable integritas moral wajib pajak, voluntary compliance, forced compliance dan tax evasion bernilai nol maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal adalah sebesar 6,256 satuan. 
a.	Koefisien regresi variable integritas moral wajib pajak sebesar 0,165 dan bertanda positif artinya jika variable integritas moral wajib pajak ditingkatkan sebesar 1% sedangkan variable lain tetap, maka menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sebesar 0,165%.
a.	Koefisien regresi variable voluntary compliance sebesar 0,310 dan bertanda positif artinya jika variable voluntary compliance ditingkatkan sebesar 1% sedangkan variable lain tetap, maka menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sebesar 0,310%.
a.	Koefisien regresi variable forced compliance sebesar 0,252 dan bertanda positif artinya jika variable  forced compliance ditingkatkan sebesar 1% sedangkan variable lain tetap, maka menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sebesar 0,252%.
a.	Koefisien regresi variable tax evasion sebesar -0,032 dan bertanda negatif artinya jika variable  tax evasion ditingkatkan sebesar 1% sedangkan variable lain tetap, maka mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sebesar 0,032%.
6.	Pengujian Fit Model (Uji goodnes of fit)
Pengujian fit model pada dasarnya menunjukkan apakah model yang digunakan fit atau tidak.
Tabel 4.7
Hasil Pengujian Fit Model (Uji goodnes of fit)

Tabel di atas diperoleh nilai sig 0,000 < 0,025. Disimpulkan bahwa model dalam penelitin ini adalah fit. Atau koefisien regresi berpengaruh signifikan dalam model. Perihal ini mengindikasikan, model dapat dipergunakan untuk memprediksi secara Iinier variable Y atau dapat dikatakan bahwa integritas moral wajib pajak, voluntary compliance, forced compliance dan tax evasion mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal secara Iinier.
7.	Pengujian Parsial




Hasil pengujian parsial pada tabel di atas dapat diartikan bahwa :
a.	Pengujian parsial integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,019 < 0,025  Disimpulkan H1 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh positif integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya.
a.	 Pengujian parsial voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,025. Disimpulkan H2 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh positif voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya.
a.	Pengujian parsial forced complianced terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,001 < 0,025. Disimpulkan bahwa H3 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh positif forced complianced terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya.
a.	Pengujian parsial tax evation terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal diperoleh nilai sig = 0,152 > 0,025. Disimpulkan bahwa H4 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh negatif tax evation terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” tidak dapat diterima kebenarannya.
8.	Koefisien Determinasi





Hasil Analisis Koefisien Determinasi


Table di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square = 0,807. Diartikan kemampuan variable integritas moral wajib pajak, voluntary compliance, forced complianced dan tax evation dalam menjelaskan variable kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sebesar 80,7 % (0,807 x 100%) dan selebihnya yaitu sebesar 0,193 atau 19,3 % (100% - 80,7%) dipengaruhi factor lain yang tidak diteliti.

C.	Pembahasan
1.	Pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak
Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil uji parsial diperoleh nilai sig = 0,019 < 0,025. Artinya bahwa H1 yaitu “Diduga terdapat pengaruh positif integritas moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya. Dimana semakin tinggi integritas moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal akan semakin meningkat.
Moral pajak dianggap sebagai penentu utama yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dan tidak jujur ​​dalam masalah perpajakan. Teory ini dianggap berkaitan erat dengan moral wajib pajak adalah teory penalaran moral (Theory Of Moral Reasoning). Teory penalaran moral (Theory Of Moral Reasoning) dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral utamanya dipengaruhi karena adanya perlakuan sanksi pada penalaran moral tingkat rendah, adanya ekspektasi keadilan pada tingkat sedang, dan masalah keadilan pada tingkat tertinggi. Apabila individu memiliki kewajiban moral mengenai pentingnya peran perpajakan dalam meningkatkan pembangunan, tentunya wajib pajak akan menaati kewajiban tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sani (2017), Aryandini (2016) dan Nabila (2019) yang membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sani (2017), variable moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. Aryandini (2016), bahwa sifat-sifat jujur, moral yang baik dan ketepatan keputusan yang dimiliki oleh wahib pajak dapat menjadi dasar dari diambil atau tidaknya tindakan dalam mematuhi pajaknya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki kewajiban moral untuk turut serta membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nabila (2019), Integritas Moral Wajib Pajak ialah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam mengikuti proses perpajakan dan pengaruh moralitas dari responden. Integritas juga berkaitan erat dengan alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam mengambil keputusan terkait aktifitas yang akan dilakukannya.
2.	Pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib
Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil uji parsial diperoleh nilai sig = 0,002 < 0,025. Artinya bahwa H2 yaitu “Diduga terdapat pengaruh positif voluntary compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya. Dimana semakin tinggi voluntary complianced maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Kepatuhan dapat dinyatakan dalam istilah sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan. Salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan sukarela, yang merupakan factor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil baik secara prosedural maupun retribusi yang berkaitan dengan masalah non economi/psikologis.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah (2017), Aryandini (2016) dan Hakim (2019) yang membuktikan bahwa voluntary compliance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi voluntary compliance maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini juga sejajar dengan Theory Of Moral Reasoning. Awaliyah (2017), voluntary compliance pengaruh positif siginfikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi voluntary complianced wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. 
Aryandini (2016), Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pajak terjadi karena keadilan prosedural dan kewajiban moral mengarah ke kepatuhan sukarela melalui mekanisme mediasi dari kepercayaan wajib pajak, dan hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dimoderasi oleh kekuasaan legitimasi. Hakim (2019), bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan kepada kepatuhan yang dipaksakan akan tetapi kepatuhan wajib pajak bisa berlandaskan kepercayaan kepada otoritas pajak atau kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntary tax compliance). Kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pajak terjadi karena keadilan prosedural dan kewajiban moral mengarah ke kepatuhan sukarela melalui mekanisme mediasi dari kepercayaan wajib pajak, dan hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dimoderasi oleh kekuasaan legitimasi. 
3.	Pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib 
Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil uji parsial diperoleh nilai sig = 0,001 < 0,025. Artinya H3 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh positif forced compliance terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” dapat diterima kebenarannya. Dimana semakin tinggi forced compliance maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Menurut Cahyonowati (2016) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dapat ditingkatkan melalui mekanisme sanki berupa denda dan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan (variable economic deterrence). Membayar pajak bagi sebagian masyarakat di Indonesia secara psikologis dianggap sebagai beban yang membebani mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak harus dapat memberikan kepastian dan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak.
Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah (2017), Aryandini (2016) dan Hakim (2019) membuktikan bahwa forced compliance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi forced compliance maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Awaliyah (2017), Variable forced compliance yang berupa sanksi pajak bahwa dengan adanya sanksi bagi para pelanggar perpajakan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat memicu kepatuhan pajak. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara sarana mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Aryandini (2016), bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang - undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan. Hakim (2019), Sanksi perpajakan sebagai salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga memungkinkan hal tersebut menguat terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hokum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Pengaruh tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak
Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh tax evation terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dari hasil uji parsial diperoleh nilai sig = 0,152 > 0,025. Artinya H4 yaitu “​Diduga terdapat pengaruh negatif tax evasion terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal” tidak dapat diterima kebenarannya. Dimaana Tax Evasion tidak digunakan sebagai factor untuk memprediksi tingginya kepatuhan wajib pajak.
Sistem penilaian pajak masih belum mampu mengubah wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Pajak bagi perusahaan dan industry merupakan sebagai beban yang akan berdampak pada tidak adanya pendapatan bersih, karena pajak yang dikenakan dianggap terlalu besar untuk dibayarkan sehingga wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membayar pajak yang paling kecil dengan merencanakan perpajakannya. Secara umum, perencanaan pajak ini sebagai langkah awal dalam pengelolaan perpajakan. Dengan tahapan dilakukannya mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Suandy, 2016: 6).
Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar agar dapat digunakan untuk pembangunan nasional, namun negara banyak mengalami terkendala oleh sisa masyarakat yang masih enggan membayar pajaknya sehingga perilaku penyelundupan pajak (tax evasion) dapat muncul dari masyarakat. Penghindaran pajak merupakan salah satu perencanaan perpajakan, dimana rencana ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara lebih dan legal. Meski penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak yang tidak melanggar hokum, nyatanya penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga pemerintah membuat peraturan untuk mencegahnya.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hantoyo (2017), Supriyadi (2016) dan Dhanayanti (2017) membuktikan bahwa tax evasion berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi tax evasion maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Hantoyo (2017), bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang melanggar ketentuan hokum perpajakan. Tax Evasion (penghindaran pajak) dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak yang secara tidak jelas melanggar hokum perpajakan. Wajib pajak jika terbukti melakuan tindakan penggelapan pajak, akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan pada KUHP. 









Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1.	Integritas moral wajib pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
2.	Voluntary compliance pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
3.	Forced compliance pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.
4.	Tax evasion tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.

B.	Saran
Beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :
1.	Wajib pajak UMKM Kabupaten Tegal perlu mempertahankan dan meningkatkan integritas moral karena untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan kesinambungan perpajakan, etika dan kesadaran para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro sangat penting.
2.	Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah instansi pemerintah yang mengelola perpajakan nasional Indonesia yang diketuai oleh Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan perpajakan, khususnya tarif pajak, diharapkan dapat melalui peninjauan dan pertimbangan yang matang pada tarif pajak saat ini berdasarkan omset tidak dapat diterima sepenuhnya.
3.	Sebagai instansi pemerintah yang mengelola penerimaan pajak nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang belum penuhi kewajiban perpajakannya.
4.	Disarankan agar para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro tidak menghindari pajak dan meningkatkan optimisme dan perhatiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Tanpa dukungan kedua belah pihak, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak akan berjalan efektif. Pada dasarnya Komisioner Pendapatan Dalam Negeri bekerja sama dengan pemerintah seefektif dan sesederhana mungkin agar peraturan pemerintah lebih mudah dipahami tanpa membebani wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran para pelaku UMKM sangat penting untuk menciptakan tax sustainability.
	
C.	Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1.	Penelitian ini hanya menggunakan sampel 100 orang sehingga kurang memberikan hasil yang menyeluruh mengingat banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Tegal, selain itu pemilihan sampel yang acak tidak berdasarkan asas keterwakilan dari masing-masing jenis usaha atau masing-masing daerah, sehingga tidak mampu menunjukkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal secara keseluruhan dan tidak mampu menggambarkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan masing-masing jenis usaha.
2.	Factor-factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini terdiri dari empat variable, yaitu integritas moral wajib pajak, voluntary compliance, forced complianced dan tax evation sedangkan masih ada factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
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Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Wajib Pajak  UMKM 
di Wilayah Kabupaten Tegal

Dengan hormat, 
Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Economi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal, Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Forced Compliance Dan Tax Evasion Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Di Kabupaten Tegal.” 
Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner ini tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang Bapak/Ibu berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain. 




Nama  Responden			:  ………………………………...................
Nama UMKM (Nama perusahaan)	: ……………………………………………






Usia    Responden			:  20 -30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
Diatas 51 tahun	
Petunjuk Pengisian Kuesioner





STS	 = 	Sangat tidak setuju






1	Bapak/Ibu tepat waktu dalam melaporkan  pajak.					
2	Bapak/Ibu tidak pernah dijatuhi hokuman yang berkenaan dengan pajak					
3	Bapak/Ibu tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.					
4.	Bapak/Ibu tepat waktu dalam melakukan pembayaran  pajak					








1	Bapak/Ibu jujur dalam melaporkan besarnya pajak.					
2	Bapak/Ibu jujur dalam menghitung dan membayar  besarnya pajak.					
3	Bapak/Ibu menyadari bahwa merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.					
4.	Bapak/Ibu menyadari bahwa pajak merupakan tanggung jawab semua warga Negara Indonesia 					
5.	Bapak/Ibu membayar pajak dengan tepat karena sudah merupakan prinsip hidup.					







1	Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain					
2	Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela karena hal itu merupakan sesuatu hal yang benar					
3	Bapak/Ibu membayar pajak dengan sukarela karena ingin memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD					







1	Bapak/Ibu tepat waktu dalam membayar pajak					
2	Bapak/Ibu tidak pernah menunda pembayaran pajak					
3	Bapak/Ibu membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh					
4.	Bapak/Ibu membayar pajak sesuai dengan peraturan tentang pajak UMKM					
5.	Bapak/Ibu tidak pernah dikenakan sanksi denda					








1	Bapak/Ibu tidak tahu adanya peraturan tentang pajak UMKM					
2	Bapak/Ibu tidak berusaha mencari informasi mengenai pajak bagi UMKM					
3	Bapak/Ibu mengetahui adanya kesalahan dalam pelaporan pajak					
4.	Bapak/Ibu pernah salah dalam mengitung pajak karena kesalahan data.					
5.	Bapak/Ibu pernah salah menafsirkan undang-uandang tentang UMKM					
6.	Bapak/Ibu pernah salah menafsirkan  peraturan tentang UMKM					
7.	Bapak/Ibu tidak menyimpan buku atau catatan  penjualan dengan baik					







Nama  Responden	Nama UMKM (Nama perusahaan)	Pendidikan Responden	Usia Responden
			
Melan Selviani	Property	SMA/SMK	20 -30 tahun
Sandi Setiawan	Primkoppabri Larangan	SMA/SMK	20 -30 tahun
Nur laela febriany 	Toko garuda putri 	SMA/SMK	20 -30 tahun
Miftah Aeni	Marga mulia	SMA/SMK	20 -30 tahun
MUHAMMAD HILDA ISKANDAR	TOKO MEBEL MAJU	Sarjana	20 -30 tahun
WINANDA DWI PRAYOGO	DINAS SOSIAL	Sarjana	20 -30 tahun
Santika Rahma Diyani	Tahu Aci Slawi	SMA/SMK	20 -30 tahun
Tri setiyani	Toko Nusa Batik Pakembaran	Sarjana	41 - 50 tahun
Dita Melani 	UD. Jayadi	Sarjana	20 -30 tahun
Dasori	PT Indomarco Adi prima	SMA/SMK	20 -30 tahun
Uci Bhaitun Izzah	Kripik Maju Jaya	SMA/SMK	20 -30 tahun
Wijaya Sugiarto	Wijaya	SMA/SMK	20 -30 tahun
Mita	PT ANEKA TANI BREBES	SMA/SMK	20 -30 
Afrizal gunawan	Toko Alma	SMA/SMK	20 -30 tahun
Putri Sekar Sari	Primkoveri 17 	Diploma	20 -30 tahun
Indah Yani Artanti	TOKO ARTO MORO	SMA/SMK	31 - 40 tahun
SANTI SUNARTO	Toko Abas Karya Mandiri	SMA/SMK	31 - 40 tahun
Aman Susanti	UD.Saudara Pets Store	Sarjana	31 - 40 tahun
ETIK KARTIKA	CV.SURYA ABADI	Diploma	20 -30 tahun
Imanda Listiana	Toko NN Collection	Diploma	20 -30 tahun
SUGIHARTI	UD.MAHMUD JAYA GUMAYUN	Sarjana	41 - 50 tahun
Tansa Bihisma Sinatrya	PT PNM	SMA/SMK	20 -30 tahun
Wastironi Salman	Bengkel mobil salman jaya slawi	SMA/SMK	31 - 40 tahun
NANI RAHMAWATI	Rahma Salon	SMA/SMK	20 -30 tahun
SUPRIYATI RAJAB	CV. BERKAH ABADI	Sarjana	31 - 40 tahun
Nur Alisyah W	Alisyah Collection butik	SMA/SMK	31 - 40 tahun
Sri Suranti	Toko Toro Jaya Dukuhwaru	SMA/SMK	41 - 50 tahun
M ZIDAN OKTAVIA	Toko Spearpart AC Mandiri	Diploma	20 -30 tahun
Purwanto Rohmat Harjo	Toko Harjo Elektronik	SMA/SMK	41 - 50 tahun
Hilmi Himawan Najib Gumay	NJAJAN.CO (​http:​/​​/​njajan.co​/​​)	SMA/SMK	20 -30 tahun
Ade Khoerunnisa	UD. Karya Bhakti	SMA/SMK	20 -30 tahun
ViviGkt	Vivigkt (Salon,Skincare, dan butik)	SMA/SMK	20 -30 tahun
SEKAR HERLI KUSUMA DEWI	Herlis.Store	Diploma	20 -30 tahun
Diana Sucma	POS GROSIR ECER TEGAL	Sarjana	20 -30 tahun
DIANTI YULIANI	Skincare (Theraskin) + Baju dan piyama anak	Diploma	20 -30 tahun
Aina Salsabiela	Biela.Makeup	Sarjana	20 -30 tahun
Adyla Arumi	Adilla.id (​http:​/​​/​adilla.id​/​​)	Sarjana	20 -30 tahun
IFFANIA SYIFFA	Swapin.Go	Diploma	20 -30 tahun
Agnez Tya	CIRAMBAY FOOD	Diploma	20 -30 tahun
Real Salsabila	BungaPedia	Diploma	20 -30 tahun
LULU AZIZAH	Sate Taican Lulu	Sarjana	20 -30 tahun
Asri Astika Lestari	Kedai Sang Cekermetjon	Sarjana	20 -30 tahun
AMRAN RUMAMBI	RANS DEKOR	SMA/SMK	20 -30 tahun
Ana Fitrotun Nissa	AFN-PROJECT	Sarjana	20 -30 tahun
RIZAHADI ZAMZAMI	Tegal Rustic Decoration Tegal	Sarjana	20 -30 tahun
RUMIYATI	ULAMM TALANG	SMA/SMK	20 -30 tahun
Rochani Adab	Jaya Abadu Kayu	SMA/SMK	31 - 40 tahun
AMEL TUNIASI	Amel Snack Lebaksiu	SMA/SMK	31 - 40 tahun
ITA PURNAMASARI	Toko Cahaya Muslimah	SMA/SMK	41 - 50 tahun
MALIKHA KASMAWI	Martabak Echoo lebaksiu	SMA/SMK	41 - 50 tahun
FIVI NURAENI	UD. JASINDO DUTA SEGARA	Sarjana	20 -30 tahun
Duryanti Karlina	Saudara Teknik	Diploma	31 - 40 tahun
DARMINTO SANURI	TB.HS.PUTRA 	Sarjana	31 - 40 tahun
Rinawati	UD. Budi Logam Putra	Diploma	20 -30 tahun
DESI MARYANI	Cling Laundry	SMA/SMK	31 - 40 tahun
Rosyana Sekar Dewi	UD.MANDIRI LOGAM JAYA TALANG	Sarjana	20 -30 tahun
Nursekha Suryati	Toko Pelita	SMA/SMK	31 - 40 tahun
ROHANAH NUROHMAH	UD.Gema Multindo	Diploma	31 - 40 tahun
KORIYAS ROSJA	PT.Tirta Megah Gapura	Sarjana	41 - 50 tahun
Khasanah Intan Sari	UD.AJI JAYA	Sarjana	20 -30 tahun
HERYANTO CASMINI	Sate Jamur Tiram Slawi	SMA/SMK	31 - 40 tahun
KARTINI SUHARI	Fashion Underwear Kartini	SMA/SMK	41 - 50 tahun
Sulastri Desi C	Toko Mekar Raos dan MR.Cafe	Diploma	31 - 40 tahun
IIS SUKMASARI	Usaha Jaya Slawi	SMA/SMK	20 -30 tahun
KRISNA MULYANINGSIH	UD.Tunas Mandiri	Diploma	31 - 40 tahun
Nur Khikmah	Toko Jaya Busana	SMA/SMK	31 - 40 tahun
Tri Asmara Presetyawati	CV.SUMBER TIRTA BERKAH ABADI	Sarjana	31 - 40 tahun
Siti Yunani	UD.Tiga Bersaudara Manufaktur	Diploma	20 -30 tahun
TITIN SUMARNINGSIH	KAF CHICKEN SLAWI	SMA/SMK	31 - 40 tahun
LAELATUL ROSSALINA	UD.TUNAS MANDIRI	Sarjana	20 -30 tahun
Shanty Damayanti	CV.Anjat Berlian Jaya	Diploma	31 - 40 tahun
Sri Rahayu W	Toko Listrik Cemerlang Indah	SMA/SMK	20 -30 tahun
DIANI LESTARI P	CV.SALIM JAYA MAKMUR	Sarjana	20 -30 tahun
Sandi Setiawan	Primkoppabri Larangan	SMA/SMK	20 -30 tahun
Fatimatuz Zuhriyah	Toko HS Pecah Belah Kudaile	Diploma	31 - 40 tahun
Puji Astuti Dewi	UD.Adi Mitra Mandiri Baja	Sarjana	20 -30 tahun
Hanip	Level Sanga studio sablon	SMA/SMK	20 -30 tahun
Rama yuniarti	Nginung Indonesia	Sarjana	20 -30 tahun
Bryan Aditya	Toko Mainan ABC	Diploma	20 -30 tahun
Arif Afandi P.	UD. Asa Lestari	Sarjana	31 - 40 tahun
Nunung Purnaningsih	Bakso Podomoro	SMA/SMK	41 - 50 tahun
Lukman Tofik	UD. Harapan Mulya	Sarjana	20 -30 tahun
Rozi Bahrudin	PT. Pilar Persada	Sarjana	41 - 50 tahun
Katinka Dyah Kusuma W.	Apotek Mustajab slawi	Sarjana	20 -30 tahun
Haris Bagus Prakoso	CV. Santika Tani	Sarjana	20 -30 tahun
Human Aulia	Pusat Alumunium Talang	Sarjana	20 -30 tahun
Tri Wahyuning	Viola Cathering	Sarjana	41 - 50 tahun
Moh. Arwani Ibrahim	PT. Muda Jaya Mandiri	Sarjana	31 - 40 tahun
Slamet Syaefudin	UD. Putra Panggil Jaya 	Sarjana	41 - 50 tahun
Frengky Agus Prassetyo	TB. Hidup (Pakembaran) 	SMA/SMK	41 - 50 tahun
Miftah Khudin	CV. Gypsum Griya Indah	Sarjana	20 -30 tahun
Teti Sulistiawati	CV. Kenari Ayu	Sarjana	31 - 40 tahun
Adi Wirawan	CV. Republik Computer Elektronik	Sarjana	31 - 40 tahun
Rahayu Dewi	UD. KJ (Bumbu Kunyit Karo Jahe)	SMA/SMK	31 - 40 tahun
Mutamar	CV. Berkah Sandhi Abadi	Sarjana	31 - 40 tahun
Sugeng Hermanto	Talang Duto Grup	Sarjana	41 - 50 tahun
Hery Serce	Cahaya Motor Talang	Sarjana	41 - 50 tahun
Angga Hadi P.	Kedai Debong Tegal	Diploma	20 -30 tahun
Moch. Sudjadi	Jodi Motor Trayeman	SMA/SMK	41 - 50 tahun



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             150.743
n =       -------------------------------
         1 +  150.743 (0,1)2  
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